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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena hanya dengan kurniaNya,  kami dapat menyelesaikan 

penyusunan buku yang berjudul "Hukum tentang Desa". Adapun 

buku ini disusun sebagai upaya untuk menyediakan sebagian 

referensi mengenai konsep dan pengaturan mengenai desa yang 

ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi hukum sesuai 

dengan perkembangan hukum saat ini. 

Secara praktis, pembahasan mengenai desa dari sisi hukum 

merupakan salah satu bidang yang cukup penting dan dinamis 

mencakup mengenai pemerintahan, pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemahaman yang mendalam berkenaan dengan hukum tentang desa, 

pada prinsipnya sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, 

mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam 

mengatur mengenai desa. Melalui materi yang ada di dalam buku ini, 

maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

pemahaman mengenai hal tersebut. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari para pembaca 

demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa mendatang. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi 

yang berguna bagi para pembaca dalam memahami dan 

mengembangkan Hukum tentang Desa.  
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4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah 

kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, di mana desa menjalankan tugas-tugas tambahan 

dari pemerintah yang disertai dengan dukungan biaya. 

Kewenangan pada poin 1 dan 2 diatur dan dikelola sepenuhnya 

oleh desa, sedangkan kewenangan pada poin 3 dan 4 juga dijalankan 

oleh desa, tetapi dengan penugasan yang disertai dengan pembiayaan 

dari pemerintah. 

Pemetaan terhadap kewenangan desa sebagaimana dimaksud 

di atas dapat dilihat dalam Gambar 1.2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2: Peta Kewenangan Desa 

Sumber: Wasistiono & Tahir, 2019 
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PROFIL PENULIS  

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD. 

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil 

Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini 

menjabat sebagai Perancang Peraturan 

Perundang-undangan Ahli Muda dengan 

Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta 

sebagai Advisor Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP), Certified Legal Auditor dan Certified Professional Contract 

Drafter. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian 

tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pasca 

Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. 

Penulis mengawali karir sebagai ASN-PNS sejak Februari 2009, 

dan secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum 

tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan 

perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerja sama, 

melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk 

mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi 

Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah 

dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat 

nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat 

memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu 

hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat 

pada: https://orcid.org/0000-0002-0229-4626 atau di 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl

=en&user=RWJ9HoYAAAAJ. 
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"Sustainable development is the pathway to the future we want for all. It offers 
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Pendahuluan 
Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian integral dari 

sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki akar sejarah panjang 

dan memainkan peran penting dalam proses desentralisasi dan 

otonomi daerah. Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil di 

Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (UU Desa) yang memberikan kewenangan luas kepada desa 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU 

Desa merupakan titik balik dalam pemberdayaan desa dan 

masyarakatnya, serta berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah 

desa untuk melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Dalam konteks desentralisasi, pemerintahan desa memiliki peran 

strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah (Churniawan, E., 2024). 

Desentralisasi memberikan peluang bagi desa untuk mengelola 

sumber daya lokal dan mengimplementasikan program-program 

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selain 

itu, adanya Dana Desa yang diatur dalam UU Desa memberikan 

sumber daya finansial yang signifikan untuk memperkuat 

pembangunan di tingkat desa. Implementasi Dana Desa telah 

memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat di pedesaan, meskipun masih menghadapi berbagai 

tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas (Ahmad Mustanir, 

2016). 

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga tidak terlepas dari 

berbagai tantangan. Salah satunya adalah kapasitas sumber daya 

manusia yang masih rendah di beberapa desa, yang berdampak pada 

kurang optimalnya pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa 

(Fajarwati, 2019). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses 

pemerintahan desa juga masih perlu ditingkatkan. Partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap 

jalannya pemerintahan desa merupakan salah satu faktor kunci dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik di tingkat lokal (Labolo, 2017). 

Kajian-kajian terbaru juga menyoroti pentingnya inovasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Inovasi ini mencakup 

penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, 
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Inovasi dalam penggunaan teknologi informasi juga membuka 

peluang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih 

efektif dan efisien. Ada banyak inovasi yang telah dilakukan oleh desa-

desa di Indonesia dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata 

kelola pemerintahan desa. Beberapa desa telah mengembangkan 

sistem informasi desa (SID) yang digunakan untuk mengelola data 

kependudukan, keuangan, dan aset desa secara digital. Penggunaan 

SID tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi tetapi juga 

mempermudah akses informasi bagi masyarakat (Rahmah, 2020). 

Inovasi lainnya adalah pengembangan BUMDes (Badan Usaha 

Milik Desa) sebagai motor penggerak ekonomi desa. BUMDes 

didirikan untuk mengelola aset dan potensi ekonomi desa secara 

profesional dan berkelanjutan. Beberapa BUMDes berhasil mengelola 

usaha-usaha yang menghasilkan keuntungan signifikan, seperti 

pengelolaan wisata desa, perdagangan hasil pertanian, dan 

penyediaan layanan keuangan mikro. BUMDes yang sukses tidak 

hanya memberikan pendapatan tambahan bagi desa tetapi juga 

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa. 

Secara keseluruhan, meskipun penyelenggaraan pemerintahan 

desa di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, peluang yang 

ada dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan dan 

kemandirian desa. Dengan peningkatan kapasitas aparatur desa, 

partisipasi aktif masyarakat, dan adopsi teknologi yang tepat, desa-

desa di Indonesia dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang 

berkelanjutan dan inklusif (Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., 

Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., & Churniawan, 2023). 
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warganya yang paling rendah) 
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Pendahuluan 

Hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota merupakan 

bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia. Desa, sebagai 

unit pemerintahan terkecil, memiliki otonomi yang diakui secara 

konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. Otonomi desa ini memberikan wewenang kepada pemerintah 

desa untuk mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan langsung 

dengan kepentingan masyarakat desa. Namun, pelaksanaan otonomi 

desa tidak dapat dilepaskan dari peran dan pengaruh pemerintah 

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang bersama-sama membentuk 

jaringan pemerintahan yang saling terkait. 

Secara historis, hubungan antara pemerintah desa dengan 

pemerintah di atasnya mengalami dinamika yang kompleks. Pada 

masa awal kemerdekaan Indonesia, desa dianggap sebagai ujung 

tombak pembangunan nasional, namun dengan kontrol yang kuat dari 

pemerintah pusat. Dalam perkembangannya, desentralisasi yang 

dimulai sejak era Reformasi telah mengubah hubungan tersebut 

dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada desa, 

meskipun tetap dalam kerangka yang diatur oleh pemerintah pusat 

dan daerah (Julian Fahira, Ridho Agustinus Harianja, 2023). Hubungan 

ini semakin diperkuat dengan adanya alokasi Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

yang menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung 

pembangunan desa (Irwanda Wisnu Wardhana, Bondi Arifin, Maman 

Suhendra, Eko Wicaksono, Acwin Hendra Saputra, Rita Helbra Tenrini 

& Ariutama, Praptono Djunedi, Akhmad Solikin, Sofia Arie Damayanty, 

Hadi Setiawan, Rudi Handoko, 2018). 

Pemerintah provinsi berperan penting dalam 

mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi desa. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan 

untuk memberikan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program-program desa. Peran ini menjadi krusial dalam 

memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di tingkat 

pusat dapat dilaksanakan dengan efektif di tingkat desa (Julian Fahira, 

Ridho Agustinus Harianja, 2023). 



Hubungan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat,  
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

 

 

45 Fakhry Amin 

menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam 

pelaksanaan hubungan ini, upaya peningkatan koordinasi, 

komunikasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di 

tingkat kabupaten/kota dan desa diharapkan dapat memperkuat 

hubungan ini, sehingga tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan 

dapat tercapai. 

 

Penutup 

Hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota merupakan 

jaringan kerja yang kompleks namun penting untuk memastikan 

tercapainya tujuan pembangunan nasional hingga ke tingkat desa. 

Hubungan ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan 

yang menetapkan batasan kewenangan serta mekanisme koordinasi 

dan pengawasan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa 

sangat bergantung pada keharmonisan hubungan ini, yang harus 

dilandasi oleh prinsip saling mendukung dan menjaga integritas 

pemerintahan (Hoessein, 2011). 
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b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa 

Setelah mengumpulkan aspirasi masyarakat, BPD bersama 

kepala desa membahas rancangan peraturan desa. Proses ini 

harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak 

terkait, termasuk masyarakat. 

c. Persetujuan Rancangan Peraturan Desa 

Rancangan peraturan desa yang telah dibahas kemudian 

diajukan untuk disetujui oleh BPD. Setelah disetujui, peraturan 

desa tersebut akan ditetapkan dan diimplementasikan. 

d. Evaluasi dan Penyesuaian 

Setelah peraturan desa diimplementasikan, BPD juga berperan 

dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan 

tersebut. Jika diperlukan, BPD dapat mengusulkan revisi atau 

penyesuaian terhadap peraturan desa berdasarkan masukan 

dari masyarakat. 

 

3. Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa 

Hubungan antara BPD dan pemerintah desa sangat penting untuk 

menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

(Anwar, 2015).  Beberapa aspek yang menggambarkan hubungan 

ini adalah: 

a. Kemitraan 

BPD dan pemerintah desa harus menjalin kemitraan yang baik. 

Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda 

namun saling melengkapi. Kemitraan ini penting untuk 

memastikan bahwa program-program pembangunan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

b. Konsultasi dan Koordinasi 

BPD berfungsi sebagai mitra konsultasi bagi kepala desa. Dalam 

setiap pengambilan keputusan, kepala desa harus melibatkan 

BPD untuk mendapatkan masukan dan saran. Koordinasi yang 

baik antara BPD dan pemerintah desa akan mengurangi potensi 

konflik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan desa. 

c. Transparansi dan Akuntabilitas 

Hubungan yang baik antara BPD dan pemerintah desa juga 

ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas. Kepala desa 



Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 

 

63 Muhammad Ardhi Razaq Abqa 

Daftar Pustaka 

Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. 
Diambil dari 
https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/208 

Aoco, S. I., Lapian, M. T., & Pangemanan, S. E. (2023). Peran Pemerintah 
Kecamatan Dalam Pembinaan Aparat Desa Di Kecamatan 
Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 
GOVERNANCE, 3(2). 

Batubara, B. M. (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa 
terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. JPPUMA: 
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of 
Governance and Political Social UMA), 1(1), 65–76. 

Hasan, A. E. P., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2024). Inspektorat Bolaang 
Mongondow Selatan Dan Efektivitas Fungsinya Dalam Pencegahan 
Penyalahgunaan Dana Desa. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 2(1), 
301–323. 

Herman, H., Tawakal, F., Indra, I., Puadji, F., Setianingsi, E., Sa’ban, L. M. 
A., & Hastuti, H. (2020). pembinaan Administrasi Desa di Desa 
Wajajaya. INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian, 4(1), 87–94. 

Kambey, E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam 
Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan 
Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Eksekutif, 1(1). 

Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ius Constituendum, 
5(2), 325–343. 

Manengkey, A., Kaunang, M., & Rachman, I. (2017). Peran Camat dalam 
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di 
Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Eksekutif, 
1(1). 

Masuara, R. (2014). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu 
Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Politico: Jurnal Ilmu 
Politik, 3(1). 



Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 

64 Muhammad Ardhi Razaq Abqa 

Nurintan, A., Rispawati, R., & Alqadri, B. (2020). Penerapan Prinsip-
Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Pernek, Kecamatan 
Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar. Indonesian Journal of 
Social Sciences and Humanities, 1(3), 195–207. 

Pakaya, J. S. (2016). Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks 
Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the 
Context of Regional Autonomy). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(1), 
73–84. 

Punu, E. J. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi 
Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Politico: Jurnal 
Ilmu Politik, 3(1), 160494. 

Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas 
pengelolaan dana desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang 
tahun 2015. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 
2(1), 1–16. 

Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
desa. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 158–170. 

Supriatna, D. (2020). Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari 
Kabupaten Sumedang. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 
6(2), 310–330. 

Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. 
Perspektif, 6(2), 41–52. 

Zein, M. H. M., Korompis, E. B. S., & Septiani, S. (2023). Kinerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Melaksanakan 
Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal 
GeoEkonomi, 14(2), 166–176. 

 

 

 

 



Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 

 

65 Muhammad Ardhi Razaq Abqa 

PROFIL PENULIS 

Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H. 

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Tidar. Memperoleh gelar Sarjana 

dan Magister Hukum dari Universitas Islam 

Indonesia. Buku, Jurnal, HKI dan beberapa 

artikel lain telah dipublikasikan dengan 

harapan dapat memberikan kontribusi positif 

bagi bangsa dan negara tercinta ini. Penulis 

terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pengajar 

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah 

(APHTN-HAN). Selain itu, penulis adalah Tim Ahli Penyusunan 

Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental (RAD GNRM) 

Kota Magelang Tahun 2023-2026, Tim Ahli Penyusunan Naskah 

Akademik Penguatan organisasi Direktorat Samapta Kepolisian 

Daerah (Dir Samapta) Jawa Tengah Tahun 2023.  

 

Email penulis: muhammadardhi@untidar.ac.id 



Peran AI dan Machine Learning Dalam Pendidikan 
 

 

66 Saptono Jenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 5  
TATA KELOLA 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DESA 

 

 

 

 

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.  

Institut Agama Islam Negeri Kediri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
 

 

67 Muhammad Fajar Sidiq Widodo 

Pendahuluan  

Desa merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai swapraja yang 

memiliki batas teritori dan memiliki kewenangan untuk mengatur 

sendiri urusan pemerintahannya, mengelola masyarakatnya 

berdasarkan inisiatif, hak asal-usul, dan/atau hak tradisionalnya yang 

masih dihormati dan diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Dari pengertian yang disebutkan sebelumnya terdapat kewajiban 

untuk mengelola seluruh tatanan masyarakatnya. targetnya adalah 

untuk memberikan rasa aman dan memberikan dasar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat agar 

tercapai kesejahteraan.  

Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika pemerintahan 

desanya dikelola dengan baik. Urusan pemerintahan selaras dengan 

kepentingan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa 

didasarkan atas asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib 

penyelenggaraan pemerintahan; (3) tertib kepentingan umum; (4) 

keterbukaan, proporsionalitas;  (5) profesionalitas; (6) akuntabilitas, 

efektivitas dan efisiensi; (7) keberagaman dan partisipatif (Hadjon et 

al., 2011). 

Konsep tata kelola penyelenggaraan ini dikenal juga dengan 

istilah good governance. Tidak hanya dalam tataran pemerintahan 

pusat saja, pemerintahan desa juga mengenal istilah good governance.  

Unsur utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 

yang baik / good governance ada 3 karakteristik utama: akuntabilitas, 

transparansi, dan partisipasi.  

Yang pertama adalah akuntabilitas. Miriam Budiardjo 

memberikan definisi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak yang 

diberikan kewenangan. Akuntabilitas juga dapat menciptakan 

mekanisme pengawasan melalui penyebaran kekuasaan pada 

berbagai tingkatan pemerintahan, sehingga hal tersebut akan 

mengurangi besarnya kekuasaan dan memunculkan situasi yang 

saling mengawasi. Paradigma good governance menciptakan 

kesadaran masyarakat akan hak dan pertanggungjawaban jika hak 

tersebut tidak dipenuhi. Akuntabilitas juga dapat membuat apa 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang 
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Peraturan-peraturan desa disupervisi secara berkelanjutan oleh 

warga desa setempat, karena peraturan desa dibuat untuk 

kepentingan warga desa. Jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan 

PerDes yang telah ditetapkan, maka BPD memiliki kewajiban untuk 

memberikan peringatan dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut 

sesuai dengan kewenangannya. Ini adalah salah satu fungsi 

pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain 

itu, masyarakat desa juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam 

melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

peraturan desa. 

 

Penggolongan Tata Kelola Pemerintahan Desa 

Istilah penggolongan tata kelola pemerintahan desa merupakan istilah 

yang dimunculkan untuk menunjukkan bagian-bagian yang lebih 

kecil/teknis dalam tata kelola pemerintahan desa. Beberapa 

diantaranya adalah:  

1. Tata Kelola Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

Berisi kewenangan, pejabat yang diberikan kewenangan, 

hubungan antar pejabat. 

2. Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa 

Berisi pedoman administrasi umum, kependudukan, keuangan, 

Pembangunan, pelaporan, pengawasan dll. 

3. Tata Kelola Penyusunan Peraturan Desa 

Berisi pedoman penyusunan peraturan desa, keputusan kepala 

desa, dll. 

4. Tata Kelola Standar Pelayanan Desa 

Berisi SOP pelayanan, penyediaan data informasi kependudukan 

dan pertanahan, dll. 

Tata kelola pada bagian ini hanya memberikan ilustrasi bahwa 

tata kelola itu bisa sampai pada tataran yang lebih teknis. Sehingga 

perkembangannya pun juga akan berbeda-beda di setiap desa. 

Tujuannya adalah memberikan standar minimal agar tujuan dari desa 

untuk menyejahterakan masyarakatnya itu bisa terwujud. 
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demikian, tantangan seperti lemahnya sistem pengawasan dan 

transparansi seringkali menghambat upaya-upaya tersebut 

(Haryanto, 2023). 

Selain aspek administratif dan keuangan, kepala desa juga 

bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk 

mendorong partisipasi aktif warga dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program-program desa (Sari, 2023). Pengembangan 

kapasitas kepala desa dalam hal manajerial dan partisipasi 

masyarakat merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan 

pembangunan desa yang berkelanjutan (Putri, 2024). 

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman 

mendalam mengenai peran kepala desa dan unsur-unsur 

pemerintahan desa, serta untuk membahas tantangan dan solusi yang 

dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa 

di Indonesia. Dengan analisis berbasis pandangan akademis relevan 

dan kontemporer, tulisan ini bertujuan untuk menjadi referensi yang 

berguna bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam 

upaya memperkuat pemerintahan desa. 

Secara fungsional, tugas dari kepala desa yaitu memimpin, 

mengadakan atau yang menyelenggarakan pemerintahan desa, 

menyelenggarakan pembinaan desa, menyelenggarakan 

pembangunan desa, dan menyelenggarakan suatu pemberdayaan 

desa. Dalam hal ini dari peran suatu kepala desa juga sangat penting 

yang mana peran tersebut untuk penyelenggaraan tanggungjawab 

kepala desa untuk memegang peranan yang mana sebagai wakil 

rakyat yang mana sudah terpilih dan dipilih oleh masyarakat desa 

secara langsung.  

SOP dalam pemerintahan desa telah diatur sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Dalam 

peraturan ini, terdapat perangkat desa dan sekretariat yang 

membantu Kepala Desa dalam mengelola berbagai urusan, termasuk 

penyusunan produk hukum desa dan rancangan lainnya. Selain itu, 

terdapat satuan tugas kewilayahan, yang dikenal sebagai pelaksana 

kewilayahan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan 

desa. Pelaksana teknis juga berperan penting dalam administrasi serta 
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Penguatan kapasitas lembaga desa seperti Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) juga penting dalam menunjang 

keberhasilan pemerintah desa. BPD memiliki fungsi pengawasan 

terhadap kinerja kepala desa serta berperan dalam penyusunan 

kebijakan desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat 

(Samsul, 2023). Kolaborasi antara kepala desa dan BPD sangat penting 

dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel 

(Murniati, 2024). 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa 

menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Kepala desa harus mampu memanfaatkan teknologi 

untuk administrasi, pelaporan, serta komunikasi dengan masyarakat 

desa (Nugroho, 2023). Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk 

meningkatkan transparansi dan partisipasi warga dalam 

pemerintahan desa (Handayani, 2024). Partisipasi warga dalam 

musyawarah desa harus terus didorong oleh kepala desa sebagai 

wujud demokrasi lokal. Musyawarah desa merupakan forum yang 

ideal untuk menampung aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa 

keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan serta 

keinginan warga (Rizky, 2023). Dengan melibatkan masyarakat secara 

aktif, pemerintah desa dapat membangun rasa kepercayaan dan 

keterlibatan yang lebih kuat (Rahim, 2023). 

Akhirnya, masa depan pemerintahan desa di Indonesia sangat 

bergantung pada kemampuan kepala desa untuk menghadapi 

tantangan serta memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Reformasi 

yang berkelanjutan, pengembangan kapasitas, serta dukungan dari 

pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan 

pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di 

masa mendatang. 
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Pendahuluan 

Upaya menjalankan tanggung jawab guna mengelola dan mengawasi 

kepentingan warga masyarakat setempat, dibuatlah Badan 

Permusyawaratan Desa (untuk selanjutnya dapat disingkat BPD) 

sebagai lembaga legislasi dan tempat yang bertujuan untuk 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagaimana 

yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (selanjutnya dapat disingkat disingkat UU No. 6/2014 tentang 

Desa).   

Desa merupakan unit organisasi pemerintahan terkecil yang 

berperan penting dalam pelaksanaan otonomi yang diatur oleh 

konstitusi, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Desa adalah 

institusi otonom yang memiliki tradisi, adat istiadat, dan hukumnya 

sendiri yang bersifat mandiri (Gunawan Widjaja, 2003). Keberadaan 

desa telah diperkuat setelah adanya otonomi daerah, dimana dalam 

penyelenggaranya dijalankan seluas-luasnya oleh kepala daerah 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pemerintah adalah lembaga atau kumpulan lembaga di dalam 

masyarakat yang membuat dan menjalankan peraturan-peraturan 

yang diperlukan agar manusia dapat tinggal di suatu negara. 

Pemerintahan adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah dari masyarakat tersebut (Lukman Hakim, 2012). Dalam 

menjalankan pemerintahan desa maka terdapat Perangkat Desa yang 

terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan 

Pelaksana Teknis, dan yang mengawasi kinerja dari mereka yang 

merupakan salah satu fungsinya adalah BPD. 

Pemerintahan Desa harus berjalan sesuai dengan Peraturan Desa 

(selanjutnya disingkat Perdes), guna menjalankan amanat dari 

Konstitusi serta asas desentralisasi pada masa otonomi daerah dan 

sebagai bentuk dari negara hukum, dan memberikan kepastian 

hukum. Perdes merupakan peraturan yang berada ditingkat Desa 

dalam artian hanya berlaku pada Desa tertentu, dimana dibentuk oleh 

Kepala Desa Bersama BPD, yang dapat kita artikan masuk pada Pasal 

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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dinyatakan sah apabila disetujui minimal satu per dua dari jumlah 

anggota yang datang pada saat itu. Hasil musyawarah ditetapkan 

dengan keputusan BPD dan dilampiri dalam notulen yang dibuat oleh 

Sekertaris BPD.  

Hal ini juga diharapkan mekanisme yang sudah diatur di dalam 

peraturan daerah masing-masing wilayah dapat dijalankan 

sebagaimana mestinya, karena banyak juga daerah-daerah yang 

memiliki adat istiadat desa yang kental dengan Kepala Suku atau 

Kepala Adat, sehingga ketika dalam satu Desa terdiri dari beberapa 

suku maka hendaknya dapat mengakomodir calon anggota BPD 

walaupun beragam suku. 
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pengelolaan sumber daya manusia, termasuk yang terkait dengan 

keuangan desa. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Kepala Desa dan Perangkat Desa. PP 

ini memberikan dasar mengenai hak-hak keuangan dan 

administratif bagi kepala desa dan perangkat desa, serta pedoman 

dalam pengelolaan keuangan desa. 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa.  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Aset Desa.  

7. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes 

PDTT).  

 

Sumber Pendapatan Desa  

1. Dana Desa dari APBN 

Dana Desa adalah alat fiskal penting untuk menerapkan kebijakan 

desentralisasi dan otonomi desa di Indonesia. Dana Desa 

dialokasikan secara khusus dalam rangka membangun dan 

memberdayakan masyarakat desa. Ini menunjukkan komitmen 

pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di tingkat 

akar rumput (UU No. 6 Tahun 2014). Proses transfer Dana Desa ke 

APBD kabupaten atau kota menunjukkan bahwa pemerintah pusat, 

daerah, dan desa bekerja sama dalam pengelolaan keuangan publik 

(Kementerian Keuangan RI, 2017). 

Dana Desa bertujuan untuk mencakup berbagai jenis upaya 

pembangunan desa. Pelayanan publik di desa harus ditingkatkan 

terutama akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, 

pendidikan, serta infrastruktur (Antlöv, Wetterberg, & 

Dharmawan, 2016). Selain itu, dalam upaya mengatasi kemiskinan 

dan mempercepat perekonomian, dana desa dapat digunakan 

dengan harapan dapat mendorong bisnis lokal dan menciptakan 

lapangan kerja di tingkat desa. Selain itu, mereka berharap dapat 
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Penutup 

Sistem keuangan desa adalah pilar penting dalam pelaksanaan 

otonomi desa dan desentralisasi di Indonesia. Dengan pengelolaan 

yang baik, sistem ini dapat menjadi alat yang efektif bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang 

berkelanjutan dan inklusif. Keberhasilan sistem keuangan desa sangat 

bergantung pada penerapan prinsip-prinsip transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap 

pengelolaan keuangan. Untuk itu semua pihak, termasuk pemerintah 

desa, masyarakat, dan lembaga terkait, harus berkomitmen untuk 

terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa agar tujuan 

pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. 
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Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, 

Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Selain itu, 

berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, pengaturan lebih lanjut 

tentang Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa ditetapkan melalui dua peraturan 

oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi, yaitu: (1) Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan 

(2) Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa, yang 

ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Berdasarkan Pasal 71 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, diterbitkan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas 

Penggunaan Dana Desa. Selanjutnya, Pasal 71 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 mengatur penerbitan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagai dasar hukum untuk 

pengaturan penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Jenar et al., 2024). 

 

 

Arah Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Desa 

Presiden Joko Widodo telah memberikan beberapa arahan terkait 

penggunaan Dana Desa (Sirait, 2024) sebagai berikut: 

1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 

Dana Desa digunakan untuk mendukung pengentasan kemiskinan 

ekstrem di desa, serta pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang sesuai dengan Instruksi 

Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem. 

2. Optimalisasi Program JKN 

Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi 

pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 
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Penutup 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa yang telah 

disalurkan sejak tahun 2015 hingga 2024, beserta berbagai capaian 

outputnya, menunjukkan bahwa Pemerintah berupaya untuk 

menjamin penyaluran dana yang bersumber dari APBN, dalam hal ini 

Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan desa guna 

memajukan desa, mendorong kemandirian desa, serta mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun demikian, dalam 

penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, diperlukan sinergi dari 

semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, maupun masyarakat 

desa, agar Dana Desa dapat dimanfaatkan sepenuhnya sesuai dengan 

prioritas yang telah ditetapkan, mendukung pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diamanatkan oleh UU 

Desa, UU HKPD, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 
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Latar Belakang 

Desa adalah komponen penting dari sistem spasial negara. Ruang 

hidup yang mengusung adat istiadat dan budaya daerah dengan 

banyak kenangan sejarah, estetika arsitektur, ekologi humanistik dan 

jalur perkembangan sosial yang dikenal sebagai fosil hidup pedesaan 

(Li et al., 2023). Indonesia terdiri dari 74.961 desa (Iskandar, 2022), 

artinya 80,21% wilayah Indonesia adalah pedesaan. Oleh karena itu, 

pemerintah desa di Indonesia, dalam hal tujuan pembangunan 

berkelanjutan desa, menetapkan kelembagaan desa yang dinamis dan 

budaya desa yang adaptif sebagai arah pembangunan. 

Desa memiliki wilayah yang luas tetapi juga tingkat kemiskinan 

yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, 

persentase kemiskinan di desa sebesar 12,36%, sedangkan di kota 

sebesar 7,53% (Central Statistics Agency, 2022). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa desa memiliki potensi dan kearifan lokal serta 

banyak masalah yang harus diselesaikan. Salah satu upaya untuk 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pedesaan adalah dengan membangun desa wisata, 

menjadikan potensi dan kearifan lokal desa tersebut sebagai daya 

tarik bagi wisatawan. 

Desa Wisata adalah integrasi atraksi, akomodasi dan fasilitas 

pendukung di suatu daerah pedesaan dengan keunikan dan daya tarik 

yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat, terintegrasi 

dengan prosedur dan tradisi yang berlaku (Sudibya, 2018). Desa 

wisata perlu dikelola dan dikemas dan direncanakan dengan tepat, 

sehingga dapat mendorong kunjungan wisatawan ke desa, mendorong 

kegiatan ekonomi pariwisata, meningkatkan kesejahteraan dan 

memberdayakan masyarakat lokal. 

Transformasi desa menjadi desa wisata diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dikarenakan 

pariwisata merupakan sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 

secara global. 10% dari total PDB dunia (Gross Domestic Product) 

berasal dari pariwisata, WTTC 2017 (World Travel and Tourism 

Council) lapor (Djuwendah et al., 2021). Pemerintah Indonesia telah 

menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu program kerja 

berkelanjutan terkemuka. Sektor ini merupakan alternatif untuk 
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Pendahuluan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa salah satu dari 

tujuan dibentuknya Negara Indonesia yaitu untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum. Berkenaan dengan upaya Negara untuk 

mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, maka upaya konkrit yang 

dilakukan oleh Pemerintah yakni dengan melaksanakan suatu 

pembangunan (Agusta, 2014). Pelaksanaan pembangunan, baik pada 

skala nasional, regional, dan lokal maupun pembangunan yang 

dilaksanakan secara sektoral, pada praktiknya selalu diorientasikan 

lokusnya di desa (Muta’ali, 2016). Namun demikian, secara faktual 

pembangunan masih bersifat diskriminatif terhadap wilayah desa di 

berbagai bidang pembangunan. Diskriminasi pembangunan terhadap 

wilayah desa dalam berbagai bidang pembangunan tersebut 

kemudian berimplikasi adanya wilayah desa yang berstatus tertinggal 

dalam dalam pembangunan nasional (Irawan, 2017). Berdasarkan 

Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), dari total jumlah 

desa di tahun 2014 yaitu sebanyak 74.093 (berdasarkan podes 2014) 

diidentifikasi bahwa desa tertinggal berjumlah 20.175 (27,23%), desa 

berkembang berjumlah 51.014 (68,85%), dan desa mandiri berjumlah 

2.904 (3,92%) (Wulandary, 2021) sebagaimana dapat dilihat dalam 

Gambar 11.1 di bawah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.1: Status Desa Tahun 2014 
Sumber: Wulandary, 2021 
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kinerja ketiga indeks dalam IDM akan menghasilkan keberlanjutan 

pembangunan yang dilaksanakan di desa (Sukiyono et al., 2019). 

 

 

Gambar 11.3: Korelasi Antar-Indeks Dalam IDM 

Sumber: Sukiyono et al., 2019 

 

Pada IKL terdiri dari 4 (empat) dimensi, yaitu: a. modal sosial; b. 

kesehatan; c. pendidikan; dan d. permukiman. Pada IKE terdapat 1 

(satu) dimensi, yaitu dimensi ekonomi. Pada IKS terdapat 1 (satu) 

dimensi, yaitu dimensi ekologi. Kemudian ditentukan bahwasanya 

setiap dimensi yang ada di dalam indeks tersebut terkandung adanya 

perangkat indikator dan indikator (Gambar 13.4). Perangkat indikator 

dari semua dimensi yang ada dalam IDM dapat ditambah sesuai hasil 

penilaian kondisi lapangan dan kebutuhan untuk memperkuat 

pengukuran status kemajuan dan kemandirian desa, yang dilakukan 

pada survei pembaruan data secara berkala. 
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Gambar 11.6: Grafik Perkembangan Status Kemajuan 
dan Kemandirian Desa 2016-2024 

Sumber: Diolah Penulis, 2024 

Penutup 
Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, maka dapat dipahami 

bahwasanya kemandirian desa merupakan tujuan yang ingin dicapai 

sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui pengaturan dalam 

instrumen hukum yang diterbitkan yaitu Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Indeks Desa Membangun, maka pada prinsipnya IDM 

merupakan alat pengukuran yang dapat dijadikan rujukan oleh semua 

stakeholder berkaitan dengan perkembangan kemajuan dan 

kemandirian desa. Dengan demikian, dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional, arah kebijakan terhadap intervensi program 

pemerintah ke depan perlu diarahkan ke wilayah desa yang masih 

berstatus berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal guna 

mendongkrak jumlah desa maju dan mandiri sesuai amanah dari 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa.  
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Pendahuluan 

Secara konseptual, Gitosaputro, Sumaryo, dan Rangga (2015) 

mendefinisikan "pendampingan" sebagai suatu aktivitas yang 

bertujuan untuk membantu masyarakat dalam proses belajar, 

penyelesaian masalah, serta pengorganisasian diri dalam 

melaksanakan kegiatan yang direncanakan (Rambe et al., 2020). 

Menurut Suharto (2005), pendampingan adalah strategi yang sangat 

berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu program 

pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Malcom Payne (1986) 

menggambarkan pendampingan sebagai sebuah strategi yang lebih 

mengutamakan penggunaan sumber daya yang dimiliki desa untuk 

mencapai hasil yang optimal (Pausi, 2023). Dalam konteks 

pendampingan masyarakat desa, secara normatif hal ini diatur 

sebagai salah satu instrumen dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (UU 

Desa). Berdasarkan Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) UU Desa, 

dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk 

memberdayakan desa melalui: 

1. Penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

teknologi tepat guna, serta penemuan baru untuk peningkatan 

ekonomi dan pertanian masyarakat desa; 

2. Peningkatan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui 

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; serta 

3. Pengakuan dan pengoptimalan fungsi institusi yang asli dan/atau 

yang sudah ada di masyarakat desa. 

Pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut 

dilaksanakan melalui pendampingan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan 

perdesaan. Selanjutnya, Pasal 1 angka 12 UU Desa menjelaskan bahwa 

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
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beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (UU PPP) (Jenar, 2022). Secara konseptual, SDGs Desa 

terdiri dari 17 tujuan (lihat Gambar 14.1) sebagai bentuk penerapan 

lokal dari SDGs Global di tingkat desa dan menjadi panduan dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

SDGs Desa bertujuan untuk memperkuat upaya terpadu dalam 

pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan desa agar tujuan 

pembangunan berkelanjutan dapat dicapai lebih cepat (Iskandar, 

2020). Selain itu, SDGs Desa juga berfungsi sebagai alat pembaruan 

dalam pembangunan desa yang bertujuan mengarahkan kebijakan 

perencanaan dan pembangunan desa untuk mempercepat 

peningkatan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan mengurangi kemiskinan melalui Sistem Informasi 

Desa (SID) (Iskandar et al., 2023). 

 
Gambar 12.1 SDGs Desa 

Sumber: Diolah, Penulis, 2024 

 

Secara normatif, kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 

Permendesa Pedum PPMD, yang menyatakan bahwa SDGs Desa 

menjadi pedoman dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
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koran, buku, majalah, yang mendukung keterbukaan informasi dan 

adaptasi. 

 

Penutup 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya 

salah satu unsur pelaksana dalam pendampingan masyarakat desa 

yaitu Tenaga Pendamping Profesional atau Pendamping Desa (dalam 

arti luas) mempunyai kedudukan atau wilayah kerja dari desa hingga 

pusat dan diatur secara berjenjang. Adapun tenaga pendamping 

profesional atau pendamping desa (dalam arti luas) secara konseptual 

merupakan bentuk konkrit dari pelaksanaan pendampingan 

masyarakat desa yang dilakukan secara utuh terhadap desa guna 

membantu desa dalam menghadapi kompleksitas permasalahan yang 

ada di desa dengan tujuan untuk mewujudkan desa mandiri. Selain itu 

juga, peran tenaga pendamping profesional atau pendamping desa 

(dalam arti luas) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa yaitu untuk mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang 

merupakan arah kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mengarahkan tujuan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana 

diatur di dalam Permendesa Pedum PPMD. 
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Pengertian Paralegal Desa 

Peran paralegal dalam konteks bantuan hukum merupakan elemen 

krusial yang mendukung akses keadilan bagi masyarakat. Paralegal 

adalah individu yang berasal dari komunitas lokal atau lembaga 

pemberi bantuan hukum dan telah mengikuti pelatihan khusus dalam 

bidang ini. Meskipun mereka tidak memiliki status sebagai advokat 

dan tidak melakukan pendampingan hukum secara langsung di 

pengadilan, paralegal berfungsi sebagai jembatan penting antara 

masyarakat dan sistem hukum. Mereka memberikan informasi, 

bimbingan, dan bantuan awal kepada penerima bantuan hukum, 

sehingga membantu mengarahkan mereka ke jalur yang tepat untuk 

mendapatkan penyelesaian hukum yang adil (Permenkumham No. 3 

Tahun 2021 tentang Paralegal). 

Paralegal merupakan pihak yang dapat memberikan bantuan 

hukum secara luas, selain advokat, dosen, dan mahasiswa. Peran 

paralegal tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran advokat, 

melainkan bekerja sama untuk memastikan akses keadilan bagi 

masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan. Di Indonesia, 

paralegal bukanlah profesi atau pekerjaan formal, melainkan aktivitas 

sukarela yang bertujuan untuk mendukung pemberdayaan hukum di 

masyarakat (Aziz, 2019). 

Menurut Raharjo, desa merupakan fenomena universal yang bisa 

ditemukan di seluruh dunia. Desa adalah komunitas kecil yang terikat 

pada lokasi tertentu, baik sebagai tempat tinggal secara menetap 

maupun sebagai sumber pemenuhan kebutuhan, terutama yang 

bergantung pada sektor pertanian. Desa, dimanapun berada, 

cenderung memiliki karakteristik yang serupa. Menurut Soetardjo 

Kartohadikoesoemo, desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana 

terdapat masyarakat yang berdaulat, yang menyelenggarakan 

pemerintahan secara mandiri (Sriyana, 2022). 

Pengertian paralegal desa dapat dipahami sebagai individu yang 

memiliki pengetahuan dasar hukum dan berasal dari komunitas 

pedesaan. Orang yang bertugas sebagai paralegal desa dilatih untuk 

memberikan bantuan hukum pada masyarakat desa yang sering kali 

memiliki akses terbatas terhadap layanan hukum formal. Paralegal 

desa memainkan peran penting dalam mendekatkan akses keadilan 
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6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Menetapkan struktur dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, yang bertanggung jawab atas berbagai kebijakan 

hukum termasuk pengaturan paralegal di Indonesia. 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 

Tahun 2018 

Mengatur organisasi dan tata kerja di Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, termasuk unit yang menangani pembinaan hukum 

dan paralegal. 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam 

Pemberian Bantuan Hukum 

Menyediakan pedoman untuk hak, kewajiban, dan syarat bagi 

paralegal yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum, 

termasuk ketentuan tentang pendidikan, pelatihan, dan pengakuan 

kompetensi mereka. 

Secara keseluruhan, berbagai regulasi dan kebijakan ini 

menciptakan kerangka hukum yang mendukung peran paralegal di 

desa. Melalui berbagai inisiatif dan pengaturan yang ada, pemerintah 

dan lembaga hukum bertujuan untuk memperkuat akses keadilan di 

tingkat lokal dan memastikan bahwa masyarakat pedesaan memiliki 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum yang 

mereka butuhkan. 
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Pengertian dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa 

Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUM Desa) memiliki 

kegunaan dan fungsi sebagai sarana mengoptimalkan pembangunan 

Desa. Implikasi keberadaan BUM Desa sebagai konsekuensi upaya 

terwujudnya kesejahteraan desa diaplikasikan melalui mekanisme 

pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan 

produktivitas, penyediaan jasa pelayanan maupun penyediaan jenis 

usaha lainnya (Nugroho, 2021). Pada sisi lainnya, tujuan BUM Desa 

adalah mewujudkan peningkatan sektor pelayanan publik. Demarkasi 

fungsi BUM Desa dapat ditarik relevansi tujuannya dengan konsep 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). Kausalitas terletak pada tujuan melaksanakan public service 

sekaligus berorientasi pada profit. 

Klasifikasi tujuan ini merupakan konsistensi makna dari ciri 

perekonomian Indonesia sebagaimana mengutamakan bangunan 

ekonomi kerakyatan. Amanat Konstitusi terkait haluan perekonomian 

Indonesia didasarkan pada kedaulatan dan kesejahteraan sosial 

(Huda, 2005: 78). Selain itu, ciri negara kesejahteraan melekat selaras 

dengan pemikiran Harold J. Laski, yakni menciptakan keadaan 

masyarakat mampu mencapai keinginannya secara maksimal 

(Budiardjo, 2008: 55) (Isharyanto, 2016). Dengan demikian, BUM 

Desa merupakan salah satu sarana pengembangan perekonomian 

masyarakat desa yang didasarkan pada konsep ekonomi kerakyatan 

sebagaimana dijalankan berdasarkan nilai gotong royong dan 

kekeluargaan. Pancasila secara filosofis memberikan penekanan pada 

konsep perekonomian kerakyatan dan gotong royong sebagaimana 

menjadi eskalasi berpikir dalam merumuskan kebijakan 

perekonomian bangsa (Baswir, 2020). Perekonomian masyarakat 

desa sebagai pranata dasar, idealnya masih relevan dengan semangat 

kerakyatan dan gotong royong yang banyak dibuktikan dengan nilai-

nilai hubungan masyarakat desa yang masih mengedepankan ruang 

komunal. 

Implikasinya, BUM Desa selain menjadi sarana baru dalam 

merealisasikan perekonomian kerakyatan, juga berfungsi sebagai 

irisan baru komitmen menunjang kesejahteraan masyarakat desa 

yang apabila ditarik kausalitas dengan Pasal 33 ayat (3) konstitusi 
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memberikan suatu relevansi makna. Sumber daya dan kekayaan alam, 

termasuk yang terletak pada wilayah desa, normatifnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan 

masyarakat (Ruslina, 2013). Frasa dikuasai memposisikan 

pemerintah sebagai pengelola dengan hak milik tetap pada 

masyarakat. Tafsir makna dikuasai oleh negara secara lugas dapat 

ditelaah pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 001-021-

022/PUU-I/2003. 

Pengertian dikuasai oleh negara idealnya diartikan mencakup 

makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan 

diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala 

sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik 

oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. 

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat kepada 

negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan 

pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan 

(beheersdaad) maupun pengawasan (toezicht houden daad) dalam 

rangka mencapai tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat 

(Redi, 2015). Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam dan kekayaan alam, wajib dibangun timbal balik dampak 

positifnya bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

Negara mempunyai kekayaan alam melimpah yang terdiri dari 

baik bahan mineral maupun ekosistem alam yang terkandung pada 

wilayahnya, idealnya mempunyai suatu daya dan upaya maksimal 

dalam menyediakan kesempatan terbuka bagi masyarakat untuk 

menerima manfaat pengelolaannya. Namun demikian, kekayaan 

melimpah sebagaimana dimaksud sampai saat ini masih minimal 

dalam memberikan efek positif utamanya pada kesejahteraan 

masyarakat. Distribusi kekayaan alam yang melimpah itu belum 

merata dan berakibat pada mayoritas warga masyarakat yang 

mengalami kemiskinan (Zamroni, et. al., 2020). Korelasi dan 

kausalitas akibat tersebut dikarenakan distribusi dari pengelolaan 

dan pemanfaatan kekayaan alam yang belum tepat. Hal ini dicirikan 

melalui terdapatnya sekelompok masyarakat yang kehilangan hak 
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pelaksanaannya diatur secara khusus dan disepakati oleh masing-

masing BUM Desa Bersama dalam bentuk Peraturan Desa Bersama. 

Perluasan ini ditindaklanjuti dengan konsensus teknis terkait 

operasional pada pengelolaan BUM Desa Bersama yang umumnya 

dikonkritkan melalui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga 

dan keputusan Musyawarah Antar Desa. Oleh karena itu, struktur 

organisasi BUM Desa Bersama pada dasarnya identik dengan BUM 

Desa ditinjau dari aspek fungsinya tetapi dengan perbedaan 

perluasan zonasi pengaturannya. Struktur organisasi BUM Desa 

Bersama terdiri atas Musyawarah Antar Desa, Penasehat, 

Pelaksana Operasional dan Pengawas. Perbedaan mendasar 

dengan struktur organisasi BUM Desa, yaitu pada struktur 

organisasi BUM Desa Bersama bertanggung jawab serta 

diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa. Hal ini turut berlaku 

bagi Pegawai BUM Desa Bersama sebagaimana diangkat dan 

diberhentikan oleh pelaksana operasional dengan berdasar pada 

Keputusan Musyawarah Antar Desa. 
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Pengenalan Produk Hukum Daerah 

Produk Hukum Daerah merupakan salah satu jenis produk hukum 

yang diatur dan diwajibkan pembentukannya dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf (f) dan (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur 

tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pada ayat 

berikutnya dijelaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-

undangan didasarkan pada hierarki sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1). Ketentuan pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 ini memiliki konsekuensi hukum yang dapat dijelaskan melalui 

teori Stufenbau. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Teori Stufenbau, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, 

menjelaskan bahwa sistem hukum adalah sistem yang berjenjang, di 

mana norma hukum yang lebih rendah harus sesuai dengan norma 

hukum yang lebih tinggi. Norma hukum tertinggi harus berlandaskan 

pada norma dasar (grundnorm). Dalam konteks Pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, produk hukum dengan 

tingkatan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan produk 

hukum yang lebih tinggi. Sebagai contoh, peraturan daerah 

kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah 

provinsi, dan seterusnya ke atas sesuai hierarki hukum. 

Dalam tulisan ini, penulis ingin menguraikan proses 

pembentukan produk hukum daerah menggunakan pendekatan M, P, 

F, A, T, A, C. Pendekatan M, P, F, A, T, A, C dalam pembentukan produk 

hukum daerah ini dipopulerkan oleh Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., 

seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 

Pendekatan ini meliputi M (Meaning), P (Positioning), F (Function), A 

(Authority), T (Tasking), A (Activity), dan C (Controlling). Meskipun 



Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 

 

243 Dewi Cahyandari 

Daftar Pustaka 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024, September 1). Tata. 

https://kbbi.web.id/tata#google_vignette 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024, September 1). Cara. 

https://kbbi.web.id/cara#google_vignette 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024, September 1). Bentuk. 

https://kbbi.web.id/bentuk 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024, September 4). Tugas. 

https://kbbi.web.id/tugas 

Lemhannas RI. (2024, September 1). Jenis dan hierarki Peraturan 

Perundang-undangan. 

http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-

121500000011789/swf/689/mobile/index.html#p=5 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015. 

Seta, S.T. (2020). Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 154-166. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 
 

 

244 Dewi Cahyandari 

PROFIL PENULIS 

Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. 

Lahir di Malang, 31 Januari 1990 yang kini 

menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum 

sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis 

merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya, dan 

kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) 

Program Magister Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya, dan Strata-3 

(S3) Program Doktoral Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya. Tidak hanya 

itu saja, penulis turut menjabat sebagai Kepala Laboratorium sejak 

Tahun 2023. Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum 

Administrasi Negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian 

dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni 

Hukum Keuangan Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum dan Teknologi Informasi 

yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh 

penyelenggara penelitian dan pengabdian tersebut baik tingkat 

fakultas, universitas, maupun nasional. Selain itu penulis turut aktif 

sebagai anggota dalam mengikuti organisasi di bidang akademisi 

yakni APHTN-HAN. 

 

Email Penulis : dewicahyandari@ub.ac.id  

 

mailto:dewicahyandari@ub.ac.id


Peran Keluarga dan Masyarakat Dalam Kesehatan Anak 
 

 

245 Sondang Sidabutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 16 
INOVASI DESA 

 

 

 

 

Suwandoko, S.H., M.H. 

Universitas Tidar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inovasi Desa 
 

 

246 Suwandoko 

Inovasi Desa 
Pembangunan desa berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa 

kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 

desa. Pembangunan desa sesuai dengan potensi dan sumber daya 

lokal yang dimiliki dapat menjadi potensi unggul bagi suatu desa 

sehingga desa memiliki keanekaragaman yang khas dari sisi ekonomi, 

sosial, budaya, dan geografis. Peluang pembangunan dan 

pemberdayaan desa dapat dimanfaatkan untuk membentuk program 

inovasi desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat (Kenangkinayu & Asyaiwati, 2022, p. 112).  

Rencana strategis ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan 

dan program kegiatan daerah. Manajemen strategi adalah upaya atau 

langkah yang disusun untuk mewujudkan dan mengembangkan 

organisasi agar tetap berinovasi. Strategi pemerintah umumnya 

bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (Auleani & 

Rachmawati, 2024, p. 405). Strategi dalam pengembangan inovasi 

daerah erat kaitannya dengan peran pemerintah desa.  

Inovasi adalah gagasan yang hadir dan belum pernah ada 

sebelumnya. Inovasi diharapkan menjadi alat untuk menarik pihak 

lain atau menjadi manfaat bagi yang berinovasi (inovator). Dalam 

menciptakan inovasi setidaknya terdapat beberapa elemen penting, 

(Djahmiq & Salahudin, 2022, p. 27) yakni:  

1. Munculnya konsep baru berdasarkan pengamatan terhadap 

keadaan yang sedang berkembang atau sedang berlangsung 

terkini. 

2. Produk dan jasa yang dihasilkan merupakan pengembangan dari 

konsep yang lebih konkret dalam bentuk barang dan jasa yang 

telah diproduksi, serta ide-ide segar yang dikembangkan lebih 

lanjut melalui berbagai proyek penelitian. 

3. Upaya untuk terus melakukan perbaikan agar tercipta suatu 

inovasi yang bermanfaat. Jika suatu inovasi memiliki kualitas yang 
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4. Kerja sama yang sinergis antara aparatur pemerintah desa dan 

investor, serta keterhubungan masyarakat dengan teknologi 

digital, akan mendukung keberhasilan program digitalisasi desa 

dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

setempat. 

5. Penggunaan teknologi digital yang tepat dapat memperbaiki 

pelayanan administrasi dan birokrasi pemerintah desa, 

meningkatkan reputasi desa, meningkatkan produktivitas aparatur 

desa, dan pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan 

masyarakat (Kusuma et al., 2022, pp. 103–104). 

Penggunaan teknologi informasi (e-government) dalam 

pengelolaan pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mempercepat interaksi pelayanan pemerintah desa dengan 

masyarakat. Sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih 

efisien. Bahwa digitalisasi desa memiliki tujuan untuk 

mengoptimalkan kesejahteraan penduduk desa secara khusus dan 

masyarakat Indonesia secara umum. 
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sebagai cara atau mekanisme yang dilakukan melalui kerja sama 

antar-desa atau dengan pihak ketiga. 

3. Pengelolaan sumber daya alam semakin diarahkan untuk 

menyesuaikan tata kelola dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. 

4. Program pembangunan sering kali menyebabkan ketergantungan 

masyarakat desa atau desa itu sendiri pada penyelenggara 

program. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas 

masyarakat lintas desa dalam memperkuat kemandirian mereka 

sebagai subjek pembangunan. 

Dengan demikian, dalam praktiknya, desa perlu menjalin kerja 

sama dengan desa lain dan/atau pihak ketiga dalam upaya mengelola 

potensi sumber daya alam, sosial, dan ekonomi desa, menciptakan 

kemandirian desa, mengelola sumber daya alam berdasarkan prinsip-

prinsip keberlanjutan, serta memperkuat kapasitas masyarakat lintas 

desa dalam memperkuat kemandiriannya sebagai subjek 

pembangunan. 

 

Konsep Kerja Sama Desa 

1. Konsep Kerja Sama 
Secara konseptual, beberapa ahli memiliki pandangan yang 

berbeda mengenai kerja sama. A. Ahmadi (2007) mendefinisikan 

kerja sama sebagai usaha bersama antara dua orang atau lebih 

dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati bersama. Dalam pandangannya, kerja sama berarti 

bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama, dan ini 

merupakan proses sosial yang mendasar. Dalam praktiknya, kerja 

sama melibatkan pembagian tugas, di mana setiap individu 

bertanggung jawab atas bagian tugasnya untuk mencapai tujuan 

bersama. 

E. Johnson (2006) menggambarkan kerja sama sebagai 

pengelompokan yang terjadi di antara makhluk hidup, yang dikenal 

sebagai proses berkelompok dimana anggotanya saling 

mendukung dan bergantung satu sama lain untuk mencapai hasil 

yang disepakati. Ruang kelas menjadi tempat yang ideal untuk 

membangun kemampuan tim yang sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan nyata. 
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dalam Bab XI Pasal 91 hingga Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, Bab IX Pasal 143 hingga Pasal 149 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa. 
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Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Desa  
Pengadaan barang dan jasa di desa merupakan aspek vital dari 

administrasi desa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan mendukung proses pembangunan lokal. Proses 

pengadaan ini terdiri dari beberapa tahapan penting untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, baik dengan cara 

pelaksanaan mandiri oleh pihak desa maupun dengan melibatkan 

penyedia dari luar, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Pasal 1 

ayat 7 Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019. Selain itu, pengadaan 

barang dan jasa di desa harus dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi 

untuk memastikan bahwa semua proses berlangsung secara adil dan 

hasilnya optimal bagi masyarakat desa. Dengan demikian, pengadaan 

yang efektif dan efisien akan memberikan dampak positif yang 

berkelanjutan bagi perkembangan dan kesejahteraan desa. 

Berbagai jenis pengadaan di desa meliputi kategori-kategori 

seperti pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan 

berbagai macam jasa lainnya (Nainggolan dan Girsang, 2022). 

Pengadaan barang biasanya meliputi kebutuhan sehari-hari atau alat-

alat yang diperlukan untuk mendukung kegiatan desa. Sementara itu, 

pekerjaan konstruksi mencakup pembangunan infrastruktur fisik 

seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Adapun jasa 

konsultasi dan jasa lainnya lebih ditujukan untuk memperoleh 

keahlian atau layanan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan program desa. 

Pengadaan barang dan jasa di desa, sesuai dengan definisi dalam 

peraturan, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa 

untuk memperoleh barang dan/atau jasa guna mendukung 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Tujuan utama 

dari proses ini adalah untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur 

yang diperlukan masyarakat desa, mendukung upaya pembangunan, 

dan meningkatkan kesejahteraan warga desa secara keseluruhan. 

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara tepat di desa 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan 

menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai, serta mendorong 

partisipasi aktif warga desa dalam proses pembangunan. 
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Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2019, terdapat beberapa prinsip pengawasan yang harus 

diperhatikan, antara lain: 

a. Pengawasan oleh Bupati/Walikota 

Pengawasan terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa 

di desa dilakukan oleh Bupati atau Walikota. Pengawasan ini 

mencakup peninjauan dan pemantauan untuk memastikan 

bahwa semua tahapan pengadaan mengikuti ketentuan hukum 

yang berlaku. Bupati atau Walikota bertanggung jawab untuk 

mengevaluasi pelaksanaan pengadaan dan memastikan tidak 

terjadi pelanggaran hukum. 

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Jika pengawasan menemukan masalah atau ketidaksesuaian 

yang memerlukan perbaikan, Bupati atau Walikota akan 

melakukan tindakan lanjutan. Tindakan ini dilaksanakan 

melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang 

bertugas menangani dan menyelesaikan masalah yang 

ditemukan selama pengawasan. APIP akan memastikan bahwa 

langkah-langkah perbaikan diambil sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas 

dalam pengadaan barang dan jasa. 

 

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa  
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa di 

desa merupakan manifestasi dari komitmen terhadap akuntabilitas 

dan transparansi dalam administrasi desa. Masyarakat, sebagai 

penerima langsung manfaat dari pengadaan, memegang peranan 

penting dalam memastikan bahwa proses tersebut mengikuti 

ketentuan hukum yang berlaku dan menghasilkan barang/jasa yang 

berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan. Peraturan Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2019 (Peraturan LKPP No. 12/2019) menyediakan 

landasan hukum yang jelas untuk keterlibatan aktif masyarakat dalam 

proses pengawasan ini. 
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Berdasarkan Pasal 12 Peraturan LKPP No. 12/2019, masyarakat 

diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan swakelola, 

yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara mandiri oleh 

desa dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi lokal. 

Masyarakat yang memiliki keahlian atau keterampilan relevan dapat 

terlibat dalam berbagai tahap pengadaan, mulai dari perencanaan 

hingga pelaksanaan. Keterlibatan ini tidak hanya berpotensi 

meningkatkan kualitas hasil pengadaan tetapi juga memperkuat rasa 

kepemilikan masyarakat terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan. 

Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan mandiri 

berperan dalam memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan 

dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi, yang pada 

gilirannya mengurangi risiko penyimpangan atau ketidaksesuaian 

dengan peraturan. Partisipasi aktif masyarakat juga dapat mencegah 

terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 

Selain itu, Pasal 12 Peraturan LKPP No. 12/2019 mengatur peran 

masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa di desa 

melalui beberapa mekanisme: melaporkan adanya penyimpangan 

administratif atau teknis yang perlu ditangani secara terbuka oleh 

pihak desa; terlibat dalam musyawarah desa untuk memberikan 

masukan, kritik, atau saran mengenai rencana dan pelaksanaan 

pengadaan; serta melakukan pemantauan langsung terhadap proses 

pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan 

mencegah pelanggaran. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya 

sebagai pengawas tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pengelolaan 

proyek, memastikan bahwa semua proses berlangsung sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 
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